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ABSTRAKSI

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka
memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh Pemda
dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Pemerintah dapat mengalokasikan dana pada
APBD dan dalam hal penambahan aset dan pemeliharaan aset yang masa pemanfaatannya jangka
panjang maka pengalokasian dananya ke dalam bentuk belanja modal. Penelitian ini bertujuan
untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi
Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dalam pelaksanaan otonomi daerah,
Survey pada Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang merujuk pada penelitian yang
dilakukan oleh Pelealu (2013).

Penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Jenis
penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan realisasi APBD
yang bersumber dari website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan
Republik Indonesia (www.djpk.depkeu.go.id). Populasi penelitian meliputi seluruh Pemerintahan
Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara, penggunaan sampel menggunakan metode Purposive
Sampling. Sampel penelitian ini adalah 6 Pemerintahan Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara
dengan jangka tahun penelitian adalah dari 2010-2014 sehingga total sampel 30. Metode analisis
yang digunakan adalah analisis regresi dengan data panel yang dibantu dengan Software Software
SPSS 16.0 untuk menganalisis data penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Belanja Modal, DAU berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal, dan DAK
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal dalam pelaksanaan otonomi daerah
Pemerintahan Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Saran Penelitian ini adalah Pemerintahan
Daerah mengalokasikan anggaran penerimaan daerah pada sektor yang sesuai agar sasaran utama
pengelolaan anggaran dapat tercapai.
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ABSTRACT

Implementation of district autonomy is important center point for improving social
prosperity. Developmental region can be suited by goverment in accordance of potential and
special characteristic each regions. Goverment can allocate region goverment budget (APBD) for
increasing and maintenance asset in long term use which allocated budget in capital expenditure.
This study aims to show the ampirical evidence related to own-source revenue, general alocation
grant and spesific allocation find towards the capital expenditure in implementation of district
autonomy that related to survey of local goverment in South of celebes Province which refers to
research were done by Pelealu (2013).

This research was conducted in local governance Southeast Sulawesi. This research is a
quantitative research with secondary data in the form of budget realization reports are sourced
from the website of the Directorate General of The Treasury Financial Considerations republic of
Indonesia. (www.djpk.depkeu.go.id). The study population includes all local government in
Southeast Sulawesi, the use of the sample using purposive sampling method. Samples were six
regional administration in Southeast Sulawesi with period of research 2010-2014 for a total
sample of 30. The analytical method used is regression analysis with panel data that asisted with
SPSS 16.0 software to analyze the research data.

The result of this study shows that own-source revenue have positive and significant impact
towards capital expenditure. The general allocation grant have negative impact and not
significant to capital expenditure, and spesific llocation fund have positive and significat impact
toward the capital expenditure in implementation of District Autonomy for Local Goverment to
use the regional government in Southeast Sulawesi Province. This study suggest for local
Government budget can be achieved.
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